PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TE!.‘.NTANG

| |
PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN DAYA LISTRIK

BAGI RU 1 TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT lll'UHAN YANG MAHA ESA
| |
| BUPATI BOMBANA

Menimbang : a. bahwa Peratur&n Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2

Mengingat

‘Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-
12022, yang mengamanahkan pelaksanaan program
‘bantuan sambungan daya listrik bagi rumah tangga
‘miskin di Kabupaten Bombana;

b. bahwa agar pelaksanaan program bantuan sosial
| sambungan daya listrik bagi rumah tangga miskin di
' Kabupaten Bombana dapat dilaksanakan secara tertib,
. efektif dan efisien maka perlu mengatur program
. bantuan sosial sambungan daya listrik bagi rumah
| tangga miskin di Kabupaten Bombana;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
}dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Program Bantuan
Sosial Sambun Daya Listrik Bagi Rumah Tangga
Miskin di Kabupaten Bombana.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
% Perlindungan [%onsumen (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
. Negara Republﬂ* Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
. Pembentukan | Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

’ £




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
. Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
' Tambahan Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

|
|
I

Undang- Undaﬂg Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standarisasi L:ian Penilaian Kesesuaian (Lembaran

. Negara Repubpk Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
. Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5584); I

Undang- Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
' Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

' Lembaran Ne*axa Republik Indonesia Nomor 5587)
' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

1
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' dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
' perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
' Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
' Lembaran Negz?,ra Republik Indonesia Nomor 5679);

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
' Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Nega?ra Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang- Unda:E Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

' 1989 tentang | Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun
' 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nombr 4469);

12 Peraturan Peniermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);/
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§13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

. Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

' Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

1 . Tambahan Lerpbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) '

.14 Peraturan Pemenntah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
| Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
' Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nor::Jor 5883);

i15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
' Indonesia Taihun 2016 Nomor 114, Tambahan
] Lembaran Neg#u'a Republik Indonesia Nomor 5887);

;16 Peraturan Presuien Nomor 2 Tahun 2015 tentang
' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesxa Tahﬂn 2015 Nomor 3);

17 Peraturan Preplden Nomor 14 Tahun 2017 tentang

. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
- 2016 tentang |Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
' Tahun 2017 Nchor 27);

'18 Peraturan Preblden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
| Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
' Republik Indor}es1a Tahun 2018 Nomor 33);

19 Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral
' Nomor 45 | Tahun 2005 tentang Instalasi
Ketenagahsml:fm, sebagaimana telah diubah dengan
' Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
' Nomor 46 Tiihun 2006 tentang Perubahan Atas
' Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral
1Nomor 45 | Tahun 2005 tentang Instalasi
' Ketenagalistrikan;

2(] Peraturan Me |ten Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik;

| |
21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

'Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
' Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
' Nomor 45 Ta.ﬂlun 2013 tentang Tata Cara Perizinan

< Ketenaga.hstnkpn

,’22 Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral
' Nomor 27 Tahmn 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan
' dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh

| PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
/




' 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
f 1 tentang Peru1bahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
. Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
. Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
| |
24 Peraturan Dagrah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; '

25 Peraturan Daérah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
' | 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;

| %.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bombana Periode 2005 — 2025;

27 .Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun
| 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
- Kawasan Permukiman;

28 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
. 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022;

= MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PROGRAM
BANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN DAYA LISTRIK BAGI
RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN BOMBANA

‘ BAB I
l KETENTUAN UMUM
| Isasal 1
Dalam Peraturan Bupatl ini yang dmaaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daqrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom. P

3. Bupati adalah | Bﬁpati Bombana. |

4. Perangkat Da rqh Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang;
Pemerintah Kagqpaten Bombana. 7

! |
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10.

il

12

13.

14.

15.

16,

17

18.

Dinas Peruma?.hén Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya
disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Ka‘tiupaten Bombana.

Bidang Perurdahan adalah | Bidang yang menangani Pengelolaan

perumahan p;ada Dinas Perumal
Kabupaten Bombana.
B

han Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Anggaran Petfldiapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang

selanjutnya |disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Da
Perwakilan Rakjat Daerah, sertz

PLN adalah PT. PLN (PERSER

Kabupaten chbana

Rumah Tangga Mlskm yang selz
yang mempunyeu keterbatasan
dalam Data Ter[?adu

lerah Kabupaten Bombana dan Dewan
1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

O) distribusi Sulawesi Tenggara Ranting

injutnya disingkat RTM adalah masyarakat
daya beli dan terdaftar sebagai RTM di

Data Terpadul adalah data keluarga miskin dan/atau rumah tangga miskin

yang di keluarkan oleh Badan
dan Tim Nasmnzgl Percepatan Pe

Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial
nanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Bantuan Sosaal adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah ﬂaérah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan unﬁuk melindungi da:i kemungkinan terjadinya resiko sosial.

. Instalasi Rumah yang selanju

tnya disingkat IR adalah saluran listrik

termasuk alati-alatnya yang terpasang di dalam dan atau di luar bangunan

rumah untuk penyaluran arus
dan alat pengukur (APP).

listrik setelah/di belakang alat pembatas

Sertifikat Laik Cj)pera31 yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat

yang diterbitkan oleh Lembaga
Pemerintah. | |

Inspeksi Teknik (LIT) yang ditunjuk oleh

Program adalah Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik bagi
Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bombana.

Pengguna Anggaran yang se}ianjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kew
Kabupaten Bombana.

Kuasa Penggdna.

enangan penggunaan anggaran Perangkat

1 Anggaran yang
yang diberi kuasa untuk melak

Daerah

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
rsanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat

Daerah Kabupaten Bombana.
Pejabat Pemblpai

dan/atau melakukan tindakan
anggaran belanja daerah.

Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh

PA/KPA untuk mengambil keputusan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran

Panitia PemerikSa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah

tim yang bertugas memeriksa
Barang/ Jasa ‘

‘administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
yl' /
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19. Penyedia Béraing/Jasa ad

barang/jasa t@er@dasarkan kontrdik.

B
AT
B
bl

MAKSU

1
|

i
H

Maksud ditetapléarinya Peraturan

Pelaku Usaha yang menyediakan

BAB II

D DAN TUJUAN

Pasal 2

?Bupati ini adalah sebagai pedoman dan

dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Sosial
Sambungan Daya Listrik bagi Rumah Tangga Miskin.

i
|
|

i

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program
sambungan daya 11$tr1k bagi RTM deat berjalan dengan :

a. efektif yaitu pelaksanaan program ini dapat bermanfaat bagi RTM dan

tepat sasaran,
b. transparan yaitu pelaksanaan

program ini bersifat terbuka dan dapat

diketahui oleh masyarakat umum; dan
c. akuntabel yai;tu% pelaksanaan program ini dapat dipertanggungjawabkan.

|
|
!
|

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan bantuan sambungan daya listrik bagi

rumah tangga misk;m meliputi :
a. perencanaan,: l
b. pelaksanaan; | |

evaluasi dan pelaporan

0

P

pertanggunqwaban,
e. pengawasan; | ‘

BAB IV

| PERENCANAAN

(1) Dalam rangka pelaksanaan prdgram ini, Pemerintah Kabupaten Bombana
setiap tahun mengalokasikan

Kabupaten Bombana.

\
i
|
|

Bagian Kesatu

Per

ganggaran
Pasal 5

anggaran yang bersumber dari APBD

I




(2) Pengalokasmn - anggaran  se
d11aksanakan s¢sua1 dengan ket

bagaimana dimaksud pada ayat (1)
tentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran dan Kegiatan Program

jPas;al 6

Sasaran program 1n1 me11put1

a. RTM yang tendaftar dalam data|
b. RTM yang telah mendapatkan

terpadu,

bantuan rumah dari pemerintah dan belum

memiliki fasilitas sambungan daya listrik;

i Z
Kegiatan program 1];111 meliputi :
l i

a. pemasangan iilsi:alasi rumabh;
b. penerbitan SLO;

Pasal 7

c. pemasangan a,lat pembatas dan pengukur pasca bayar; dan
d. penyambungan alxran listrik dari tiang ke rumah.

i
{
|

Kriteria calon penerima program
sebagai berikut :

a. penduduk Kabupaten Bombana;

BAB V

| PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 8

merupakan RTM yang memenuhi kriteria

b. rumah tangga niiskin yang terdaftar dalam data terpadu;

c. memiliki dan menempau rumah diatas tanah milik sendiri;

d. terjangkau Jarmgan distribusi PT. PLN dan memenuhi persyaratan teknis
yang d1tetapkian_:oleh PT. PLN dan Penguji Instalasi;

Bzr‘gian Kedua

|
Sosialisasi

| |
B |

Pasal 9

DPKPP melakukan sosialisasi p ogram di kecamatan dan melaksanakan

publikasi melalm media massa

etak, online, dan di website Pemerintah

Kabupaten BomPaha sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

|

|
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Bagian Ketiga

Pengusul

(1) RTM calon | penenma program

lan dan Verifikasi
Pasal 10

melakukan pendaftaran di Kantor

Desa/Lurah dengan mengisi fo»rmuhr permohonan sesuai dengan format

larnpu"an 1 yang merupakan
Bupati ini.

(2) Dalam melakukan pendaftaran
tidak dlpungut blaya apapun.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTM

(3) Kepala Desa/ Lurah mencatat dalam daftar calon penerima Program dan

diusulkan sebagal calon pe

nerima program yang telah memenuhi

persyaratan sebagaxmana dimaksud dalam pasal 7.

(4) Kepala Desa/ Lurah mengajukan usulan ke DPKPP setelah mendapat
persetujuan Camat dalam bentuk Surat Usulan sesuai dengan format

lampiran 2 yang merupakan
Bupatiini. @ |

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 11

(1) Kepala DPKPP1 menerima usulan dari desa/kelurahan sebagaimana

dimaksud daIIam pasal 10 ayal
penerima progrém

(2) Verifikasi data sebagalman dir
Verifikasi yang d1tetapkan denga

(3) Verifikasi dai:a sebagaimana ¢
memastikan bahwa calon pe
sebagaimanagdimaksud dalam p

(4) Tim Veriﬁkaéi melakukan verifi
mengisi format verifikasi sesuai
bagian tidak ten,plsahkan dari Pe

(5) Hasil venﬁkas1 data calon pene
ayat (4) haru$ melamplrkan

a.

b.

foto copy Ka:tu Tanda Pendu
foto copy I:{artu Keluarga;

c. foto copy serifikat tanah,

Desa/ Lurah*'

dengan fotmat lampiran 4; d
Surat Pemyataan bersedia

calon penerima bantuan sesuai dengan format lampiran 5.

|
L

t (3) dan melakukan verifikasi data calon

naksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
an Keputusan Kepala DPKPP.

limaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
nerima program telah memenuhi kriteria
yasal 8.

ikasi data calon penerima program dengan
dengan format lampiran 3 yang merupakan
eraturan Bupati ini.

rima program sebagaimana dimaksud pada

duk elektronik;

atau Surat Keterangan Tanah dari Kepala

Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari penerima program sesuai

an

‘memelihara instalasi dari masing-masing

7
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|

(1) Kepala DPKPP mengusulkan daf

sebagaimana dimaksud dalam P

(2) Usulan daftai' dalon penerima |
(1) kemudlan dltetapkan deng

Penetapan

| Bagian Keempat

Penerima Program
Pasal 12

ftar calon penerima program hasil verifikasi
asal 11 kepada Bupati.

program sebagaimana dimaksud pada ayat
an Keputusan Bupati tentang Penetapan

Penerima Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah

Tangga Miskin di Kabupaten Bo

mbana

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan

|

Program Bantuz:in Sosial Sambun

Bombana dilaksanakan dengan tal:
a. penandatanga{nain kontrak kerja
atau instalatir yang memiliki ser

b. penyedia barang/jasa atau in
diterbitkan Surat Perintah Mu
berikut:

1. pemasangaﬁ ginstalasi pada
ditetapkan; ]

Pasal 13

gan Daya Listrik bagi RTM di Kabupaten
1apan sebagai berikut:

| antara PPK dengan penyedia barang/jasa
tifikasi bidang kelistrikan;

Istalatir melaksanakan pekerjaan setelah
lai Kerja (SPMK) dengan tahapan sebgai

masing-masing unit rumah yang telah

2. pemasangan alat pembatas dan pengukur yang dilengkapi dengan

pemasangan beSI arde;
3. penyambungan aliran daya

rumah dengan kapasitas 900
4. penyedia barang/jasa atau

pekerjaan kepada PPK yai

dltandatangaxjal penerima bant)

i
H
|

(1) Biaya pemasfan%gan daya listrik

diperuntukkan :
a. biaya pemasangan instalasi
b. biaya pengrbjitan SLO; dan

c. biaya per{yambungan rums
administrasi lainnya sesuai

hstnk dari tiang ke masing-masing unit
VA; dan

instalatir melaporkan hasil pelaksanaan
ng disertai dengan Berita Acara yang
uan.

Pasal 14

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

rumah (IR) dan penguji instalasi;

(h daya 900 VA, token awal dan biaya
dengan ketentuan PLN.

(2) Biaya-biaya s;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dibayarkan lﬁepada penyedia barang/jasa atau instalatir.

(3) Biaya-biaya §ebaga1mana dima
PLN.

ksud pada ayat (1) huruf ¢ dibayarkan k




W . :
Pemasangan Instalasi per unit meli
|

a. 2 (dua) buah mata lampu;
b. 1 (satu) Stop Kontak;
c
d

. 1 (satu) batang besi arde; dan

Pasal 15
puti:

. 1 (satu) set Alpt Pembatas dan Penghitung pemakaian listrik.
? {

EVALUAS

DPKPP melaku;kan evaluasi p¢
sambungan daya listrik bagi RIT
kegiatan atau pada saat berakhirny

Kepala DPKPP ﬁajib menyampaika
pelaksanaan kegla.tan Program Ba
kepada Bupati. & |

|
1
|

i
|
J

i

1

|

'BAB VI
| DAN PELAPORAN

Pasal 16

va fase program.

Pasal 17

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pertanggun’aw§ban terhadap pelaksanaan program ini meliputi :

slaksanaan Kkegiatan program bantuan
‘M pada saat selesainya suatu tahapan

n laporan realisasi fisik dan keuangan hasil
intuan Sambungan Daya Listrik bagi RTM

a. Keputusan Bupatl Bombana tt*ntang Penetapan Penerima Bantuan Sosial
Sambungan | Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten

Bombana; | |

ppp o

Berita Acara lSérah Terima Bar

PE

Pengawasan teri'laj ap pelaksanaan program bantuan sosial sambungan

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;
Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia barang/jasa kepada PPK;
Berita Acara| Serah Terima Bari:g dari PPK kepada PA/KPA; dan

g dari PA/KPA kepada penerima bantuan.

BAB VIII
NGAWASAN
Pasal 19

listrik ini d11akukan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana.

4
i
|
J
|
|
J
|
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'BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupaq!i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

. : Ditetapkan di Rumbia
| pada tanggal 30 Mev 2018

g BUPATI BOMBANY,

PARAF| KOORDINASI ,

NO u% T 1@Jﬁi{ﬁm PARAF

1
2
3 | AA |
P Pl |k s | H. TAFDI
5 PR s eemang, |1 |
Diundangkan di Rumbia

pada tanggal ‘50 ‘ME\ 2018 |

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS NOY

1

BERITA DAERAH l%.ABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 29

\
|
\
J
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CALON PENERIMA PROGRAM

Kepada Yth. i
Kepala Desa/ Lurqh
Di

Tempat

Perihal

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN

SAMBUNGAN DAYA LISTRIK BAGI RTM

Pemahonan untuk mendapatkan

Program Sambungan Daya Listrik

Bagﬂ
Saya yang berta_nda tangan di baw:

Nama 3
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan T
Alamat Bl ik
Kecamatan ..

Dengan ini menyaiakan bahwa say

Desa/Kelurak

ah ini :

...................................................................
............................................................

.............................................................

I'a 2

1. Warga Kabupaten Bombana yang berdomisili di Desa/Kelurahan ........... 3

2. Terdaftar sebagai rumah tangga |
3. Belum memiliki fasilitas penerar
4, Memiliki rumah diatas tanah m

distribusi listfrik§ PLN;

Sehubungan dehgan hal tersebut
untuk mendapatkan Program Pen
Tangga Miskin | (RTM) dari Peme
Anggaran Dmas Perumahan, Ka
Kabupaten Bombaina Tahun 20...

l
Sebagai kelengkapan permohonan i

miskin berdasarkan Data Terpadu;
1gan dari PT. PLN;
ilik sendiri dan dapat terjangkau jaringan

d1 atas, saya mengajukan permohonan
i)vambungan Daya Listrik Bagi Rumah
rrintah Daerah yang bersumber dari
iwasan Permukiman dan Pertanahan

ini, bersama ini saya lampirkan:

a. Fotokopi e-KTP dan KK yang masih berlaku; dan

b. Fotokopi Seruﬁlgat Tanah/Surat

Demikian surat permohonan ini

Keterangan Tanah.

beserta lampirannya saya buat dengan

sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya

untuk kiranya dapat dikabulkan.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)




Lampiran 2

Nomor e el
Lampiran :...( e )Berkas

Perihal : Usulan Calon Peneriﬂ;aa

Penyambungan Daya

Kepada
Yth. Kepala DPKPP
Kabupaten Bombana
Program Di
Listrik Tempat

Bagi Rumah Tangga Miskin

|
|

Dajarh rangka pelaksanaan Program Penyambungan Daya Listrik

Bagi Rumah Tangga

Miskin (RTM) di Kabupaten Bombana yang

bersumber dari APBD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20...,
dengan ini kami menyampaikan usulan beberapa calon penerima
prqgram penyambungan daya listrik bagi RTM di

Desa/Kelurahan
memenuhi syarat unt

Bersama dengan su
calon penerima progrs

Deﬁli]kian surat ust

L R yang menurut kami telah

uk mendapatkan program dimaksud.

rat usulan ini, kami lampirkan data-data
am dimaksud.

ulan calon penerima program ini kami

sampalkan kepada Bapak agar kiranya dapat ditetapkan sebagai
penerima program penyambungan daya listrik bagi RTM di
Desa/ Kelurahan ...... ...... Atas perhatian dan kerjasamanya kami
uca?.pkan terima kasih.

|
Mengetahm
CmT .........;...‘. ...........

(Nama le!lgkapl
Nip. .o

Tembusan :
1. Arsip.

KEPALA DESA/LURAH....,

(Nama lengkap)
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SURA

|
|
!

Saya yang bertaimiia tangan di baw
Nama ‘
Tempat/ Tanggal Lahir
Pekerjaan | |

Alamat

Dengan ini mehy?.takan bahwa 1
tinggal sekarang adalah benar-bet

Lampiran 4
PERNYATAAN

KEPEMILIKAN RUMAH

ah ini :

rumah yang saya gunakan sebagai tempat
nar merupakan milik saya sendiri dan tidak

akan diganggu gugat oleh siapapun. Apabila dikemudian hari diketahui

ternyata pernyatas

dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat; P
paksaan dari pihak manapun u
Terima kasih. |

Mengetahui, @
Kepala Desa/Lurah

....................

an saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai

‘ernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa

ntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-------------- g *sssssssansscavas 20...

Yang membuat pernyataan,

ttd

(nama lengkap)




e | Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN

Saya yang berta.incia tangan di bawah ini :
Nama |
Tempat/ Tanggal I@hir
Pekerjaan |
Alamat

Dengan ini ménﬁratakan bahwa saya bersedia untuk menggunakan dan
memelihara bantuan sambungan daya listrik yang akan diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Demikian Sura’ic Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa
paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih. |

.............. i ko A0

Yang membuat pernyataan,

| | ttd

(nama lengkap)




